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Abstract.:This study aims to analyze the response of work units (satker) to the follow-up of Audit Reports (LHP)
at the Ministry of Agriculture. Audit Reports issued by oversight institutions, such as the Inspectorate General,
act as a stimulus to identify issues and provide recommendations that need to be addressed by the work units. The
response is influenced by the readiness, commitment, and capabilities of leaders and staff responsible for the
follow-up process. The study found that leadership commitment is crucial in determining the effectiveness of the
follow-up; leaders who do not emphasize the importance of Audit Report Follow-Up (TLHP) tend to weaken the
organizational drive to act. As a solution, work units that optimally follow up on audit findings establish organized
TLHP teams, formulate clear action plans, and conduct regular monitoring and evaluation. This ensures that all
recommendations are followed up on time and in accordance with procedures.
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Abstrak.:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon satuan kerja (satker) terhadap tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) di Kementerian Pertanian. LHP yang diterbitkan oleh lembaga pemeriksa, seperti
Inspektorat Jenderal, berperan sebagai stimulus yang mengidentifikasi masalah dan memberikan rekomendasi
yang perlu ditindaklanjuti oleh satker. Respon satker dipengaruhi oleh kesiapan, komitmen, dan kemampuan
pimpinan serta pegawai yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti temuan LHP. Penelitian ini menemukan
bahwa komitmen pimpinan sangat menentukan efektivitas tindak lanjut; pimpinan yang tidak menekankan
pentingnya Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) cenderung melemahkan dorongan organisasi untuk
bertindak. Sebagai solusi, satker yang optimal dalam menindaklanjuti temuan LHP membentuk tim TLHP yang
terorganisir, menyusun rencana aksi yang jelas, dan melakukan pemantauan serta evaluasi berkala. Hal ini
membantu memastikan bahwa semua rekomendasi ditindaklanjuti dengan tepat waktu dan sesuai prosedur.

Kata kunci: Laporan Hasil Pemeriksaan, tindak lanjut, satuan kerja, komitmen pimpinan, Kementerian Pertanian.

1. LATAR BELAKANG

Tindak lanjut terdiri dari dua suku kata, yaitu "tindak™ dan "lanjut." "Tindak" merujuk
pada aksi atau perbuatan, sementara "lanjut™ menunjukkan keberlanjutan atau penerusan dari
suatu hal. Dengan demikian, tindak lanjut dapat diartikan sebagai tindakan lanjutan dari suatu
hal yang menghendaki aksi atau tindakan koreksi (corrective action) untuk mencapai perbaikan
dan/atau mengembalikan segala kegiatan kepada jalur yang seharusnya (Fahrojih, 2016:70).
Menurut Citra Nasir (2021:23), tindak lanjut adalah proses pelaksanaan dari rekomendasi,
kesimpulan, atau saran yang dihasilkan dari pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP) atau Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah (APEP). Tindak lanjut ini
penting untuk memperbaiki atau menyelesaikan penyimpangan yang ditemukan dalam
pelaksanaan suatu kegiatan, yang bisa bersifat administrasi, manajemen, perdata, maupun

pidana.
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Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
Negara, pemeriksaan intern di Kementerian Pertanian merupakan tugas dan fungsi Inspektorat
Jenderal Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan)
Nomor 19 Tahun 2022, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian bertugas melakukan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja eselon I dalam
Kementerian Pertanian. Hal ini bertujuan agar tugas dan fungsi, program, atau kegiatan dapat
dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Salah satu kegiatan utama pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian sebagai APIP adalah audit. Hasil kinerja APIP dalam pelaksanaan
pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit atau Pemeriksaan (LHP). LHP ini
adalah dokumen resmi yang merangkum temuan, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi
berdasarkan kegiatan audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP (Risha, 2021).
Rekomendasi hasil pemeriksaan sangat bermanfaat untuk perbaikan kinerja organisasi auditi,
di mana Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan aktivitas auditi untuk memenuhi
rekomendasi auditor yang tertuang dalam hasil pemeriksaan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemeriksaan fungsional dan mendukung
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),
setiap temuan hasil pemeriksaan oleh APIP wajib ditindaklanjuti secara konsisten oleh
pimpinan unit kerja sebagai penanggung jawab kegiatan (Suryanto, 2016:83). Tindak lanjut
hasil pemeriksaan APIP memainkan peran penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan
dalam manajemen pemerintahan. Dengan tindak lanjut yang komprehensif atas temuan
pemeriksaan, manajemen pemerintahan dapat menjadi lebih responsif, adaptif, dan efisien
dalam memberikan layanan publik. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga pemerintahan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan serta mencegah
potensi kerugian negara.

Kewajiban menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah diatur dalam beberapa
ketentuan hukum, antara lain:

1. Amandemen UUD RI 1945 Pasal 23 E ayat (3): “Hasil pemeriksaan tersebut
ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.”
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20: a. Ayat (1): “Pejabat wajib
menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.” b. Ayat (2): “Pejabat
wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas

rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.”
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3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Fungsional.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Fungsi Pemeriksaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

7. Keputusan Menpan dan RB Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan,
Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Fungsional.

8. Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat
Pemeriksaan Intern Pemerintah (APIP).

Sesuai dengan Keputusan Menpan dan RB Nomor 9 Tahun 2009, untuk mencapai hasil
pemeriksaan yang optimal, setiap temuan hasil pemeriksaan oleh aparat pemeriksaan ekstern
dan intern Pemerintah wajib ditindaklanjuti oleh pimpinan instansi Pemerintah Pusat maupun
Daerah secara konsisten dan bertanggung jawab.

Respon adalah jawaban atau reaksi terhadap pertanyaan atau kuesioner, baik yang jelas
maupun yang tersembunyi. Dalam psikologi, istilah ini sering digunakan dan berkaitan dengan
sikap seseorang, yang merupakan kecenderungan untuk bertingkah laku ketika menghadapi
rangsangan tertentu (Asmaul Husha, 2018:6). Dengan melihat sikap seseorang atau
sekelompok orang terhadap suatu kondisi, kita dapat memahami bagaimana respon mereka
terhadap kondisi tersebut.

Namun, dalam pelaksanaan pemeriksaan, masih terdapat kondisi yang belum ideal,
terutama berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Salah satu permasalahan yang
umum terjadi adalah keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
di berbagai satuan kerja. Keterlambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal
maupun eksternal. Oleh karena itu, kondisi ini menarik untuk dikaji secara empiris untuk
mengidentifikasi penyebab keterlambatan respon satuan kerja Kementerian Pertanian dalam

menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan.
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2.  KAJIAN TEORITIS
Respon

Respon adalah reaksi individu terhadap rangsangan (stimulus) yang dapat berupa
peristiwa, informasi, atau objek, dan setiap individu merespons secara berbeda berdasarkan
pengalaman dan latar belakang mereka (Sobur A, 2016: 95). Respon muncul setelah sikap
seseorang, yang merupakan kecenderungan untuk bertindak terhadap rangsangan tertentu
(Usman, 2017:211). Proses respon dipengaruhi oleh faktor internal (emosional, fisik, mental)
dan faktor eksternal (relevansi stimulus) (Bimo Walgito, 1996:55). Menurut Methew &
Hargenhahn (2013:412), respon berfungsi untuk mencapai keseimbangan atau homeostasis.

Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi respon seseorang:

1) Diri Orang yang Bersangkutan: Individu dengan latar belakang dan pengalaman
berbeda akan memiliki interpretasi yang berbeda terhadap informasi.

2) Sasaran Respon: Objek atau subjek yang menjadi target reaksi, di mana sifat intrinsik
dari objek dapat mempengaruhi perhatian.

3) Faktor Situasi: Konteks di mana pesan diterima sangat berpengaruh pada respons
individu.

Harmain (2021:38) membedakan respon menjadi positif, yang menunjukkan penerimaan
terhadap norma, dan negatif, yang mencerminkan penolakan terhadap norma.

Teori S-O-R (Stimulus-Organism-Response) menekankan bahwa respon dipengaruhi
oleh proses internal individu dan membantu memahami perilaku dan komunikasi (Nawiroh,
2016: 120). Dalam konteks pemeriksaan, rendahnya respon satker dapat dianalisis
menggunakan teori S-O-R yang mengaitkan sikap, pendapat, dan persepsi individu (Yasir,
2009 dalam Abidin, 2021).

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang menghambat dan mengambil
tindakan korektif agar tujuan tercapai (Rukilah, 2022). Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP)
adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan rekomendasi dalam laporan
hasil pemeriksaan diterapkan dengan baik (Lestari dkk, 2020). Menurut Tugiman (2014:72),
TLHP adalah langkah untuk memastikan masalah yang diidentifikasi ditangani secara efektif.

Pemeriksaan intern oleh APIP diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan bertujuan
mendeteksi penyimpangan serta memastikan keberhasilan sasaran pemerintah. Tindakan
tindak lanjut dapat berupa tindakan administratif, tuntutan perdata, pengaduan tindak pidana,

dan penyempurnaan aparatur pemerintah (Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983).

137 DESENTRALISASI - VOLUME. 1, NO. 4, NOVEMBER 2024



E-ISSN : 3063-2803; P-ISSN : 3063-279X; HAL. 134-145

Rekomendasi auditor harus ditindaklanjuti secara serius untuk memperbaiki

pengendalian internal dan mengurangi risiko penyimpangan di masa mendatang (Harinurhady,

2017). Kewajiban ini juga diatur dalam berbagai peraturan, termasuk UU No. 15 Tahun 2004

yang mengharuskan pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam 60 hari setelah laporan

diterima.
Satuan Kerja (Satker)
Menurut PMK Nomor 196/PMK.05/2008, Satuan Kerja (Satker) adalah Kuasa Pengguna
Anggaran yang melaksanakan kegiatan dari suatu program. Satker dikelompokkan menjadi:
1. Satker Pusat: Melakukan kegiatan pengelolaan anggaran di pusat atau daerah.
2. Satker/UPT: Instansi vertikal di daerah dari kantor pusat.
3. Satker Khusus: Melaksanakan tugas tertentu dari anggaran.
4. Satker Perangkat Daerah (SKPD): Melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan.
5. Satker Non-Vertikal Tertentu (SNVT): Melakukan kegiatan dengan alokasi anggaran
Kementerian.
6. Satker Sementara (SKS): Melaksanakan kegiatan di luar kategori di atas.
Kementerian Pertanian memiliki 162 UPT dan 458 satker, dengan fokus pada efisiensi

dan efektivitas melalui evaluasi dan audit.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan
kualitatif, yang berfokus pada pemahaman pengalaman subjektif individu. Desain penelitian
berfungsi sebagai rencana untuk mengintegrasikan berbagai komponen penelitian secara
kohesif, membedakan antara metode kuantitatif dan kualitatif, dengan penelitian kualitatif
mencakup narasi, fenomenologis, grounded theory, dan etnografi. Subjek penelitian adalah
satuan kerja (satker) di Kementerian Pertanian, sedangkan objek penelitian adalah tindak
lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan.

Sumber data dibedakan menjadi data primer, yang diperoleh langsung dari lapangan,
dan data sekunder, yang berasal dari sumber yang sudah ada. Informan yang dipilih melalui
purposive sampling mencakup informan kunci, utama, dan tambahan, dan data dikumpulkan
melalui wawancara, observasi, dan kuesioner. Teknik analisis data dilakukan dalam empat
langkah: pengumpulan data, reduksi, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi
kesimpulan, di mana analisis deskriptif digunakan untuk memaparkan informasi dan
membandingkannya dengan data yang ada, guna mencapai pemahaman yang lebih baik

tentang fenomena yang diteliti.
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4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

Respon, yang berasal dari kata "response,” merujuk pada reaksi individu terhadap
rangsangan atau stimulus, yang dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan. Dalam konteks
penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian
Pertanian (Kementan), respon masih tergolong rendah meskipun didasarkan pada peraturan
yang berlaku. Respon ini sering kali diawali dengan penolakan terhadap hasil pemeriksaan, di
mana para penanggung jawab cenderung menunggu disposisi dari pimpinan sebelum
mengambil tindakan. Hal ini mencerminkan kecenderungan untuk menghindari tanggung
jawab langsung atas temuan pemeriksaan. Teori Stimulus-Organism-Response (S-O-R) dapat
digunakan untuk menganalisis bagaimana sikap dan pemahaman individu terhadap temuan
pemeriksaan memengaruhi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi respon dalam penyelesaian tindak lanjut ini antara lain
adalah komitmen pimpinan dan koordinasi. Pimpinan yang berkomitmen memainkan peran
kunci dalam memastikan bahwa tindak lanjut dilakukan dengan cepat dan efektif. Komitmen
ini tercermin dalam pembahasan rutin mengenai tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
(TLHP) dalam pertemuan, di mana pimpinan dapat mengidentifikasi hambatan dan
memberikan arahan yang diperlukan. Sebaliknya, kurangnya komitmen dapat menyebabkan
penyelesaian TLHP dianggap sebagai pekerjaan tambahan yang tidak prioritas, sehingga
penanggung jawab merasa tidak termotivasi untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan.

Selain itu, koordinasi internal dan eksternal menjadi tantangan signifikan. Koordinasi
internal sering kali terhambat oleh kesibukan operasional sehari-hari, sementara koordinasi
dengan pihak eksternal, seperti unit pengelola teknis, dapat beragam responsnya. Hambatan
komunikasi antara satker dan unit eksternal sering kali mengakibatkan kesalahpahaman dan
keterlambatan dalam penyelesaian TLHP. Keterbatasan jumlah auditor dibandingkan dengan
jumlah satker di Kementan juga menambah kompleksitas dalam menindaklanjuti hasil
pemeriksaan. Kondisi ini mengakibatkan beberapa satker merasa kurang mendapat dukungan
dari auditor dalam menyelesaikan temuan yang ada.

Dari wawancara dengan informan, diketahui bahwa satker belum memiliki mekanisme
yang jelas dalam menyelesaikan TLHP. Mekanisme yang ideal seharusnya melibatkan
langkah-langkah seperti identifikasi temuan, penetapan prioritas, perencanaan, implementasi,
monitoring, dan pelaporan. Namun, ketidakjelasan prosedur dan kurangnya kebijakan tertulis
menjadi hambatan dalam pelaksanaan tersebut. Rencana aksi yang terstruktur sangat
diperlukan untuk memastikan semua temuan ditindaklanjuti secara efektif dan tepat waktu,

sehingga menghindari penumpukan masalah yang belum diselesaikan.
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Secara keseluruhan, respon satker terhadap penyelesaian tindak lanjut laporan hasil
pemeriksaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk komitmen pimpinan, koordinasi, serta
mekanisme yang ada. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelesaian
TLHP, penting bagi satker untuk mengembangkan prosedur yang sistematis dalam
menyelesaikan hasil pemeriksaan, serta memastikan adanya dukungan dan komitmen dari
pimpinan. Selain itu, pelatihan bagi pegawai tentang pentingnya tindak lanjut dan bagaimana
cara mengimplementasikan rekomendasi hasil pemeriksaan dapat menjadi langkah proaktif
yang berdampak positif terhadap respon satker. Dengan demikian, setiap rekomendasi hasil
pemeriksaan dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif, meningkatkan kinerja dan

integritas organisasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai respon satker terhadap tindak lanjut Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Kementerian Pertanian, dapat disimpulkan bahwa LHP dari
Inspektorat Jenderal berfungsi sebagai stimulus yang mengidentifikasi masalah dan
memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh satker. Kesiapan, komitmen, dan
kemampuan pimpinan serta pegawai berperan penting dalam mengubah stimulus ini menjadi
tindakan. Tingkat komitmen pimpinan sangat memengaruhi respon organisasi; kurangnya
komitmen dapat mengakibatkan lemahnya dorongan untuk menindaklanjuti LHP. Respon ideal
mencakup pembentukan tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TLHP) yang
terorganisir, yang memudahkan koordinasi dan pembagian tugas. Tim ini perlu menyusun
rencana aksi yang jelas dan melakukan pemantauan serta evaluasi berkala untuk memastikan

tindak lanjut berjalan efektif dan sesuai rencana.
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